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Abstrak

Received: 08 Juni 2024 Penelitian ini membahas mengenai ada tidaknya beban administrasi pada

Revised: 17 Juni 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang serta evaluasi

Accepted: 20 Juni 2024 terhadap program pemasaran pariwisata melalui kerja sama dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata. Penelitian ini menjadi penting adanya
karena beban administratif dalam suatu instansi mempunyai keterkaitan
erat dengan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Metode
penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Metode
pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi dan wawancara. Di
samping itu pengumpulan data diperoleh dengan melakukan pencarian
(searching), baik melalui perpustakaaan, sumber online, atau situs web.
Penelitian ini menemukan bahwa beban administrasi dalam suatu instansi
itu akan selalu ada dan wujudnya tidak selalu sama di setiap instansi.
Namun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selalu
mengupayakan terciptanya pelaksanaan kegiatan administratif agar
berjalan dengan baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
juga telah memastikan agar setiap program kerja yang akan dilaksanakan
tidak merugikan masyarakat lokal dan menjamin bahwa mereka dapat
mempertanggungjawabkan tindakannya serta melibatkan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan tindakan yang
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat
dikatakan telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan perluasan
sektor pariwisata di wilayah Semarang.
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PENDAHULUAN

Beban administrasi pada lembaga pemerintahan merujuk pada segala biaya
dan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tanggung jawab
administratif dalam organisasi pemerintah. Pengeluaran administrasi ini
mencakup berbagai hal seperti, anggaran perkantoran, pemeliharaan infrastruktur,
dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas administrasi
pemerintahan. Tata kelola yang baik dan beban administratif dalam suatu instansi
mempunyai keterkaitan erat. Sebab, beban administratif berdampak pada rencana
dan anggaran, kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan Kinerja
instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban administratif yang
tidak perlu dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, analisis beban administratif harus
dilakukan secara sistematis.

Dalam upaya menarik lebih banyak wisatawan di Kota Semarang, pihak-
pihak terkait baik itu masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta harus bahu-
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membahu membantu Kota Semarang dalam upayanya menarik lebih banyak
wisatawan. Mengingat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan lembaga
pemerintah yang bertugas menangani urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pariwisata dan kebudayaan di daerah yang bersangkutan, maka keberadaannya
tentunya dapat membantu daerah tujuan wisata dalam mewujudkan potensinya
sebagai daerah tujuan wisata. Tujuan pariwisata menurut undang-undang tentang
kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, adalah untuk memenuhi kebutuhan
jasmani, rohani, dan intelektual pengunjung wisatawan melalui waktu luang guna
meningkatkan pendapatan nasional serta mengembangkan dan memperluas
potensi industri pariwisata negara. Terbinanya hubungan positif antara pemerintah
dan swasta serta masyarakat, serta unsur promosi program, menjadi pendorong
utama efektivitas program dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota
Semarang. Penerapan strategi pemasaran dan promosi pariwisata, seperti
pembuatan materi promosi, pengadaan media promosi, dan penyelenggaraan
pameran domestik dan internasional, sangat penting bagi pertumbuhan industri
pariwisata. Salah satu upaya penerapan strategi pemasaran wisata dari
DISBUDPAR yaitu dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak atau
instansi lain.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengemban tugas
dalam membuat perencanaan secara strategis dan meningkatkan standar pelayanan
di industri pariwisata. Efektivitas rencana pelayanan yang diputuskan sejak awal
dan kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam
memuaskan para wisatawan sendiri menjadi barometer kualitas pelayanan yang
diberikan oleh DISBUDPAR Kota Semarang. Efektivitas suatu program dapat
ditentukan dengan melihat apa yang direncanakan dan dilaksanakan, khususnya
apakah outcome yang diperoleh sesuai dengan outcome perencanaan yang
dilakukan. Dalam tata pelaksanaan administrasi harus mengatur suatu kegiatan
yaitu melakukan pengawasan atau monitoring, agar pelaksanaan rencana dapat
berjalan sesuai dengan yang dirancangkan. Tujuan dilakukannya monitoring
adalah untuk mengumpulkan fakta, data, dan informasi mengenai pelaksanaan
program, termasuk dilaksanakan atau tidaknya suatu kegiatan yang dimaksudkan
selama proses pelaksanaan program. Selain itu, hasil dari proses monitoring akan
memberikan data dalam proses evaluasi. Sehingga memungkinkan untuk
menentukan apakah hasil yang ditentukan dan dijalankan dari program
memberikan hasil yang sesuai atau tidak.

Berdasar pada uraian di atas dan data informasi yang telah dikaji, maka
permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut dapat dirumuskan dalam pertanyaan
apakah terdapat beban administrasi yang ada dalam Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui ada atau tidaknya beban administrasi sehingga dapat dilakukan
identifikasi dan analisis terkait beban administrasi pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata serta untuk memberikan evaluasi terhadap program pemasaran
pariwisata melalui kerja sama dari DISBUDPAR Kota Semarang.

METODE
Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris.
Penelitian hukum normatif-empiris merupakan kajian hukum yang meneliti
- 586 -



Hasanah, N., & Akhmas, M. / Jurnal Iimiah Wahana Pendidikan 10(11), 585-591

pelaksanaan faktual atau penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif (Undang-
Undang) dan kontrak-kontrak dalam setiap kejadian hukum yang terjadi di
lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber data
didapatkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Buku, jurnal, artikel,
kamus hukum, hasil penelitian terdahulu, informasi dari narasumber, serta sumber
hukum tertulis lainnya digunakan sebagai sumber bahan sekunder studi ini.
Teknik pengumpulan informasi hukum didapatkan lewat observasi dan
wawancara yang telah dilakukan. Di samping itu pengumpulan data diperoleh
dengan melakukan pencarian (searching), baik melalui perpustakaaan, sumber
online, atau situs web. Laporan yang didapat melalui bahan hukum yang telah
dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat koherensi
atau kecocokan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Beban Administrasi Instansi

Beban administrasi pada lembaga pemerintahan merujuk pada segala biaya
dan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tanggung jawab
administratif dalam organisasi pemerintah. Pengeluaran administrasi ini
mencakup berbagai hal seperti, anggaran perkantoran, pemeliharaan infrastruktur,
dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas administrasi
pemerintahan. Beban administrasi menjadi sangatlah penting agar lembaga
pemerintah dapat terus beroperasi dengan lancar dan efisien. Hal ini mencakup
segala biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan dan
program pemerintah serta memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah
mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Untuk
memastikan bahwa dana pemerintah digunakan secara efektif dan sejalan dengan
tujuan pemerintah memerlukan pengamatan dan pengawasan yang ketat terhadap
pengeluaran administratif.

Ada atau tidaknya beban administrasi di suatu instansi akan berpengaruh
pula terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik. Memahami beban
administratif pada lembaga pemerintah sangatlah penting karena hal ini
membantu menjamin bahwa pemerintah berlaku adil, transparan, serta efisien
dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu pula dapat
mendukung terciptanya rencana kerja dan anggaran yang disesuaikan dengan
tujuan dan kebutuhan instansi pemerintah, serta efisiensi penggunaan dana,
infrastruktur, dan SDM vyang dimiliki instansi tersebut. Seiring dengan upaya
dalam mengelola beban administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
serta mempromosikan potensi pariwisata daerah, berbagai langkah strategis dan
kebijakan telah diimplementasikan. Penelitian ini menganalisis secara mendalam
aspek-aspek tersebut untuk memahami lebih baik dinamika dan dampak dari
kebijakan yang telah ditetapkan.

Penerapan etika administrasi publik menjadi penting untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik. Karena prinsip-prinsip moral sudah tertanam dalam
banyak proses kegiatan pelayanan publik, maka etika merupakan salah satu
elemen kunci dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berjalan
dengan baik. Seperangkat nilai dan pedoman yang dikenal sebagai etika
administrasi  publik mengontrol bagaimana pegawai dan pejabat publik
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berperilaku saat menjalankan pekerjaannya. Pembentukan tata kelola yang efektif
memerlukan fokus pada lima nilai fundamental: akuntabilitas, transparansi,
partisipasi publik, responsivitas, dan orientasi konsensus. Kelima nilai ini
diwujudkan dengan bantuan etika administrasi publik. Selain itu, penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan kemudahan akses masyarakat terhadap
informasi, dijamin oleh etika administrasi publik. Pelayanan publik yang lebih
baik akan terlaksana bila etika administrasi publik diterapkan dengan baik.

Salah satu upaya penerapan strategi pemasaran wisata dari DISBUDPAR
Kota Semarang yaitu dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak atau
instansi lain. Dalam melakukan perjanjian kerja sama (MOU), Instansi tersebut
memiliki legal team atau yang sekarang ini disebut bagian otonomi daerah; yang
bertugas mengawal setiap akan dilakukannya MOU. Untuk memastikan
kelancaran kerja sama terdapat indikator yang menjadi tolak ukur. Indikator
tersebut dapat dilihat dari tujuan kerja samanya. Dengan adanya tujuan kerja sama
yang telah ditetapkan tentunya akan terjadi proses negosiasi terkait
pelaksanaannya. Dalam memulai suatu kesepakatan kerja sama (MOU) hal yang
paling dasar untuk dibahas yaitu terkait biaya anggaran. Apakah kerja sama yang
akan dilaksanakan tersebut memerlukan anggaran atau tidak serta dari mana
sumber anggaran tersebut diperoleh. Meskipun kerja sama tersebut tidak
memerlukan anggaran, namun tentunya akan selalu ada cost atau biaya pendanaan
lain. Sehingga, hal tersebutlah yang selalu menjadi pembahasan krusial dalam
setiap perjanjian kerja sama. Kerja sama yang diselenggarakan olen DISBUDPAR
Kota Semarang bersama pihak-pihak terkait, pada umumnya selalu terlaksana
dengan baik. Kendala yang pernah dialami DISBUDPAR Kota Semarang dengan
pihak yang bekerja sama yaitu ketika munculnya wabah COVID-19 beberapa
waktu lalu yang menimbulkan dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) yang mana hal tersebut tentunya juga berdampak pada
pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Semarang. Meskipun dihadapkan pada tantangan akibat
pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) DISBUDPAR Kota Semarang telah menunjukan kemampuan adaptasi
dan penyesuaian program-program yang telah direncanakan. Hal tersebut terbukti
dari setelah keadaan kembali membaik, program kerja sama yang telah tertunda
sebagai akibat dari adanya wabah COVID-19 kembali dilaksanakan sesuai
kesepakatan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam memulai suatu
program kerja memperoleh anggara rutin setiap bulannya. Pengelolaan anggaran
menjadi kunci dalam menjalankan program DISBUDPAR. Apabila anggaran
tersebut tidak cukup untuk menjalankan suatu program, pihak DISBUDPAR Kota
Semarang dapat melakukan rekonsialisasi kemudian mengajukan anggaran
tambahan. Dalam rentang waktu satu bulan tersebut, DISBUDPAR Kota
Semarang dapat mengajukan anggaran tambahan lebih dari sekali, selama
program periode sebelumnya telah selesai. Anggaran yang diperoleh akan masuk
melalui dinas untuk selanjutnya dikelola oleh bendahara. Dalam proses pengajuan
anggaran tambahan, selama ini tidak ada kendala hanya saja terdapat kesalahan
teknis yang dihadapi oleh pihak DISBUDPAR Kota Semarang. Maka dari itu,
proses pengajuan anggaran tambahan memerlukan ketelitian agar penggunaan
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dana dapat efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan kesalahan teknis.
Meskipun begitu, tetap tidak semudah yang dibayangkan dimana DISBUDPAR
Kota Semarang meminta anggaran sekian dan langsung disetujui, tetap ada
parameternya. Jika anggaran tersebut sudah terinci dengan jelas dan terstruktur,
maka tidak ada alasan untuk menolak pengajuan anggaran tambahan. Maka
dengan itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang selalu berupaya
semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sehingga semua program yang
dijalankan dapat terlaksana dengan baik.

Suatu lembaga pemerintahan dapat dikatakan telah menjalankan fungsi
administrasinya dengan baik, apabila pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
berjalan lancar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telah berusaha
dalam menciptakan keadaan tersebut terbukti dari tidak adanya keluhan dari
masyarakat setempat terkait pemasangan media promosi di luar ruangan. Jika
pada tahun-tahun sebelumnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
masih menggunakan cara manual seperti menempel-nempel poster, sekarang telah
berganti ke penggunaan videotron atau baliho yang tidak akan menggangu
masyarakat. Hal ini pula menjadi bukti bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat ketika
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah.

Evaluasi Program Pemasaran Wisata

Evaluasi yaitu penghitungan pencapaian kinerja dari pelaksanaannya.
Evaluasi seringkali dimaksudkan untuk menentukan seberapa baik kebijakan
publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Evaluasi dibutuhkan guna
mengkaji ketidakseimbangan antara harapan dengan realitas yang dihadapi.
Dalam menghadapi dinamika perubahan yang disebabkan pandemi dan PPKM,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga melakukan evaluasi
terhadap program kerja yang telah dijalankan. Evaluasi ini menjadi jalan untuk
keberhasilan suatu program dan memberikan masukan yang berharga untuk
pengembangan program selanjutnya. Proses evalusi ini memberikan wawasan
mendalam tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan serta
memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat berkontribusi positif
terhadap pencapaian tujuan.

Dalam upaya menarik lebih banyak wisatawan, sinergi antara pemerintah,
masyarakat dan sektor swasta menjadi kunci. Penerapan strategi pemasaran dan
promosi pariwisata menjadi kunci untuk pertumbuhan industri pariwisata. Kerja
sama yang efektif dari para stakeholders masyarakat penting dalam menjalankan
program promosi dengan baik. DISBUDPAR Kota Semarang dihadapkan pada
tugas penting dalam membuat perencanaan strategis yang melibatkan peningkatan
standar pelayanan di industri pariwisata. Dalam upaya mencapai tujuan ini,
efektivitas rencana pelayanan menjadi fokus utama, dengan memastikan bahwa
hasil yang didapat selaras dengan rencana yang ditetapkan. Proses evalusi menjadi
komponen integral dalam memastikan kinerja yang optimal dan memberikan
kesempatan untuk perbaikan jika diperlukan.

Keberhasilan suatu program diukur dengan evaluasi, yang juga
mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau
kegagalan suatu program kerja. Keberhasilan suatu program dapat ditentukan
dengan membandingkan apa yang dirancangkan dengan apa yang telah dicapai
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dan dengan menentukan apakah output-nya sejalan dengan perencanaan yang
telah dilaksanakan. DISBUDPAR Kota Semarang telah mengaplikasikan segala
proses tersebut dalam rangka untuk memperoleh hasil evaluasi dari setiap
program yang mereka laksanakan. Evaluasi yang ada berupa evaluasi langsung
setelah kegiatan atau program berakhir dan ada pula evaluasi rutin yang
dilaksanakan per triwulan. Proses evaluasi yang dilakukan biasanya terkait dengan
proses, hasil, maupun anggaran dari kegiatan atau program yang berjalan. Setiap
program kerja dari DISBUDPAR Kota Semarang akan selalu dievaluasi; apakah
program kerja tersebut telah mencapai target yang ditentukan atau belum. Jadi
evaluasi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak
perlu dilakukan setiap akhir tahun, namun sebaliknya dapat dilakukan setiap saat.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap aspek kebijakan dan strategi yang
telah diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang,
dapat dikatakan bahwa langkah-langkah yang telah diambil, secara keseluruhan
memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik dan
pertumbuhan industri pariwisata di wilayah Semarang. Pengelolaan administrasi
yang tersusun dengan cermat; termasuk diantaranya pengelolaan anggaran,
menunjukan komitmen untuk mencapai efisiensi serta efektivitas DISBUDPAR
Kota Semarang dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain itu, sinergi antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam strategi pemasaran dan promosi
pariwisata menjadi esensi untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata.
Meskipun dihadapkan pada tantangan serius seperti pandemi, DISBUDPAR Kota
Semarang telah mampu beradaptasi dan menyesuaikan program-programmya. Hal
tersebut menunjukkan fleksibilitas dan responsibilitas terhadap kondisi perubahan
yang muncul.

KESIMPULAN

Bersumber pada hasil penelitian, pembahasan, serta analisis yang
didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa beban administrasi dalam suatu
instansi itu akan selalu ada dan wujudnya tidak selalu sama di setiap instansi.
Meskipun dihadapkan pada tantangan yang ada, DISBUDPAR Kota Semarang
mampu menunjukan kemampuan adaptasinya dan dapat menyesuaikan program-
program yang dirancangkan sebelumnya. Instansi ini juga melakukan evaluasi
terhadap program kerja yang telah dijalankan. Proses evalusi ini memberikan
wawasan mendalam tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan
serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat berkontribusi positif
terhadap pencapaian tujuan. Dari hasil analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek
kebijakan dan strategi yang telah diimplementasikan oleh instansi ini, dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh
DISBUDPAR Kota Semarang telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan
perluasan sektor pariwisata di wilayah Semarang.

SARAN
Dalam konteks administrasi pemerintah, beban administrasi merupakan
hal yang krusial. DISBUDPAR Kota Semarang perlu terus mengadakan analisis
pada beban administrasi yang ada secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk
mengidentifikasi tugas-tugas yang mungkin tidak efesien dan merumuskan
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strategi untuk mengurangi beban administratif yang tidak perlu. Pengeluaran
administrasi, seperti anggaran perkantoran dan pemeliharaan infrastruktur, perlu
dikelola dengan cermat untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diharapkan mampu
meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan promosi pariwisata Kota
semarang. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan menyelenggarakan event-
event unik serta menggugah minat masyarakat terhadap kegiatan yang
berhubungan dengan kepariwisataan. Selain itu, DISBUDPAR Kota Semarang
juga diharapkan dapat memberikan peluang bagi para pelaku usaha dan pegiat
pariwisata di Kota Semarang. Salah satu peluang tersebut adalah dengan
menyelenggarakan berbagai acara promosi bersama dengan pihak-pihak terkait
untuk meningkatkan branding Kota Semarang sebagai kota tujuan pariwisata.
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